BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2, 2009 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Bga Lembaran.
Standar Nasional. Seng. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02/M-IND/PER/1/2009
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN
ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwadalam rangka menjamin mutu dan mencapai daya
guna produks, melindungi konsumen terhadap mutu
produk, dan menciptakan persaingan usaha yang adil
(fair), perlu memberlakukan SNI Baga Lembaran dan
Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS)
secarawgib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

M engingat - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlin-
dungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisass Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan
Organisas dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah bebergpa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |



M enetapkan

10.

11.

12.

13.
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Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

Keputusan Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang
Beredar di Pasar;

Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  19/M-
IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/
3/2007 tentang Standardisas Jasa Bidang Perdagangan
dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS
PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA
WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4,

SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda
Standar Nasional Indonesia

KAN adalah Komite Akreditass Nasiondl.
L SPro adalah Lembaga Sertifikasi Produk.

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di
Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditunjuk dengan
surat pgabat pembina industri  untuk melakukan
pengawasan barang dan atau jasa di pabrik yang SNI-nya
telah diberlakukan secarawajib.



